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Ringkasan
Eksekutif

Tren peningkatan signifikan pada prevalensi obesitas dan diabetes serta Penyakit Tidak 
Menular (PTM) lain di Indonesia menyebabkan semakin meningkatnya beban kesakitan 
dan kematian akibat PTM. Faktanya bahwa tujuh dari sepuluh penyebab kematian di 
Indonesia adalah PTM, dan diabetes menempati posisi ketiga dari daftar penyebab 
kematian tertinggi tersebut. Salah satu faktor yang berkontribusi pada peningkatan 
beban ini adalah konsumsi minuman manis, khususnya, Minuman Berpemanis Dalam 
Kemasan (MBDK). Konsumsi MBDK berlebih terbukti berisiko meningkatkan kejadian 
obesitas, penyakit diabetes, hipertensi, kerusakan liver dan ginjal, penyakit jantung, 
beberapa jenis kanker dan gizi kurang. 

Ringkasan kebijakan ini menyediakan bukti terkait urgensi penerapan cukai MBDK di 
Indonesia dengan pertimbangan dampak negatif konsumsi tinggi produk MBDK pada 
berbagai aspek pembangunan seperti kesehatan, sosial dan ekonomi. Implementasi 
kebijakan cukai MBDK di lebih dari 40 negara telah terbukti efektif dalam menurunkan 
tingkat pembeliannya, mendorong formulasi ulang produk menjadi lebih sehat (lebih 
rendah gula), serta dalam jangka panjang, berperan dalam menurunkan obesitas, 
diabetes dan risiko kesehatan lainnya yang terkait. Dengan mempertimbangkan 
beban biaya kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit terkait konsumsi MBDK, serta 
efektivitas dari penerapan cukai MBDK di negara lain, maka penerapan cukai MBDK 
merupakan kebijakan yang penting untuk segera diterapkan di Indonesia.

 Pemerintah perlu menerapkan kebijakan cukai MBDK berdasarkan kandungan gulanya 
minimal sebesar 20% secara komprehensif untuk semua produk MBDK yang beredar 
di Indonesia tanpa kecuali. Komitmen politik dan dukungan publik di berbagai level 
dibutuhkan untuk mendorong implementasi kebijakan cukai MBDK di Indonesia. 
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Tingkat konsumsi MBDK di Indonesia dalam 20 tahun terakhir mengalami peningkatan yang 
signifikan, dari sekitar 51 juta liter (1996) menjadi 780 juta liter (2014) atau meningkat 15 kali 
lipat (1). Sebagai akibat peningkatan drastis ini, Indonesia menempati posisi ketiga dengan 
konsumsi MBDK terbanyak di Asia Tenggara pada 2020 (2). Hal ini cukup mengkhawatir kan 
karena konsumsi MBDK yang tinggi merupakan salah satu determinan (faktor risiko) utama 
terjadinya obesitas (3–5). 

Prevalensi obesitas memperlihatkan kenaikan yang sangat signifikan di seluruh dunia selama 
dua dekade terakhir (6), tidak terkecuali Indonesia. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 
menunjukkan persentase penduduk dengan obesitas meningkat dua kali lipat dalam 10 tahun 
dari 10.3% (2007) menjadi 21.8% (2018) (7,8). Statistik ini penting mengingat obesitas adalah faktor 
risiko dari berbagai PTM kronis, seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, hipertensi, kerusakan 
hati dan ginjal serta beberapa jenis kanker (9). Pada tahun 2019, misalnya, tiga penyebab 
kematian terbesar di Indonesia (stroke, penyakit jantung iskemik, dan diabetes) berkaitan erat 
dengan obesitas (10). 

Pembatasan konsumsi MBDK, terutama kebijakan cukai, serta pengaturan pemasaran, 
pembatasan ketersediaan MBDK di sekolah dan tempat publik, menjadi upaya penting yang 
dapat berkontribusi pada penurunan obesitas dan PTM. Pada bulan Februari 2020, Ibu Menteri 
Keuangan, Sri Mulyani, mengusulkan gagasan pengenaan cukai pada produk minuman 
berpemanis atau MBDK. Meskipun desain penerapan dan besaran cukai pada minuman 
berpemanis ini sudah sempat dipaparkan ke publik, sampai saat ini cukai MBDK belum juga 
diterapkan. Mengingat keterkaitan erat antara konsumsi MBDK yang berlebihan dengan 
prevalensi obesitas dan PTM yang terus meningkat, kebijakan ini sangat penting untuk segera 
diterapkan.

Urgensi Penerapan Cukai 
MBDK di Indonesia
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Definisi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)

Definisi MBDK secara implisit tersedia dalam Peraturan BPOM Nomor 21/2016 tentang Kategori 
Pangan yang menyatakan bahwa minuman ringan tidak beralkohol dibagi menjadi lima, yaitu air 
minum dan air berkarbonat, sari buah dan sari sayur, nektar buah dan nektar sayur, minuman 
berbasis air berperisa dan minuman yang disiapkan sebagai hasil ekstraksi berbasis air atau hasil 
pencelupan seperti kopi dan teh.

Namun dalam sosialisasinya di tahun 20212 Kemenkeu mengusulkan objek cukai MBDK meliputi: 
1) minuman mengandung pemanis berkalori yang siap untuk dikonsumsi (air teh kemasan, sari 
buah kemasan, minuman berenergi, minuman lainnya (kopi, minuman berkarbonasi, dsb)); 2) 
konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran dan konsumsinya masih memerlukan 
proses pengenceran (bubuk, sirup, kental manis, padat). Pengecualian pada: 1) produk yang dibuat 
dan dikemas non-pabrikasi (sederhana), 2) madu dan jus sayur tanpa tambahan gula dan 3) 
barang yang diekspor/rusak/musnah.

Yang meliputi MBDK menurut World Health Organization (WHO) dan World Bank adalah minuman 
kemasan berkarbonasi (bersoda), minuman berenergi, minuman sari buah kemasan, minuman 
isotonik, minuman herbal dan bervitamin, minuman susu berperisa, minuman teh dan kopi 
kemasan, sirup atau konsentrat (yang perlu dilarutkan), dan minuman serbuk (yang perlu diseduh) 
(55,56).

CISDI, dalam ringkasan kebijakan ini, mendefinisikan MBDK sebagai: 1) semua produk minuman 
dalam kemasan yang berpemanis (baik berpemanis gula maupun yang mengandung bahan 
tambahan pemanis yang lain) 2) semua produk minuman berpemanis dalam bentuk cair, 
konsentrat, maupun bubuk.  Produk-produk tersebut dapat termasuk dan tidak terbatas pada: 
minuman berkarbonasi, berenergi, sari buah kemasan, isotonik, herbal dan bervitamin, susu 
berperisa, teh dan kopi kemasan, kental manis, sirup.

1 FGD dilaksanakan sebelum disahkan dan didiskusikannya RUU HPP menjadi UU HPP oleh DPR RI.
2 Sosialisasi Kemenkeu pada 17 Desember 2021 bertajuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Klaster Cukai) & 
Rencana Kebijakan Ektensifikasi Cukai.

Ringkasan Kebijakan ini menyajikan bukti-bukti terkini mengenai pentingnya penerapan cukai 
MBDK dari berbagai aspek kesehatan, ekonomi, dan regulasi. CISDI menggunakan pendekatan 
kualitatif dimana informasi didapatkan melalui data primer dari proses diskusi kelompok 
terfokus (FGD). FGD dilaksanakan pada bulan Juni-Agustus 20211  dengan melibatkan 93 peserta 
diskusi dari sektor pemerintah, pakar/akademisi, lembaga non-pemerintah, dan konsumen 
MBDK. Kajian literatur dilakukan terhadap literatur terkini hingga Februari 2022. Hasil ringkasan 
kebijakan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber acuan bagi pemerintah, khususnya 
pembuat kebijakan untuk segera menerapkan kebijakan cukai MBDK di Indonesia.
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Pemerintah telah mewacanakan ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) untuk MBDK sejak 
tahun 2008  (1). Namun, hingga saat ini BKC hanya diberlakukan untuk tiga kategori barang, 
yaitu produk hasil tembakau, etil alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Cukai 
MBDK harus diberlakukan segera karena memberikan dampak negatif dan alasan lain sebagai 
berikut: 

Dampak Kesehatan

Konsumsi MBDK di Indonesia meningkat hingga 15 kali lipat dalam dua dekade terakhir (1). 
Tingginya konsumsi MBDK berisiko dalam meningkatkan kejadian obesitas dan penyakit 
diabetes, hipertensi, kerusakan liver dan ginjal, penyakit jantung serta beberapa jenis kanker 
(11–13). Hasil Riskesdas pada tahun 2018 juga menunjukkan adanya peningkatan prevalensi 
obesitas dan PTM secara substansial selama lima tahun terakhir, terutama hipertensi, stroke, 
diabetes dan gagal ginjal kronis (8). Fakta lain menunjukkan tujuh dari sepuluh penyebab 
kematian di Indonesia adalah PTM dan diabetes menempati posisi ketiga dari daftar penyebab 
kematian tertinggi tersebut (meningkat dua kali lipat dalam satu dekade terakhir) (14). Melihat 
faktor risiko penyebab kematian dan disabilitas di Indonesia, hasil studi beban penyakit atau 
Global Burden of Disease pada tahun 2019 menunjukkan bahwa setengah dari  faktor risiko yang 
menyebabkan kematian dan disabilitas tertinggi di Indonesia berkaitan dengan gaya hidup 
dan pola makan yang buruk, antara lain kadar gula darah tinggi (yang erat kaitannya dengan 
konsumsi MBDK yang berlebihan), tekanan darah tinggi, berat badan berlebih dan obesitas, 
gangguan fungsi ginjal dan kadar kolesterol LDL yang tinggi (14,15). Mengingat kontribusinya 
pada peningkatan beban kesakitan dan kematian akibat PTM, cukai MBDK harus segera 
diberlakukan untuk membatasi konsumsi tinggi MBDK.

Laju prevalensi diabetes perlu ditekan dengan penurunan konsumsi MBDK melalui penerapan 
cukai. Sebagai negara yang menempati posisi keempat dengan prevalensi diabetes tertinggi 
di dunia setelah India, China dan USA (16), laju prevalensi diabetes di Indonesia perlu segera 
dikendalikan. Prevalensi diabetes yang saat ini sudah diderita oleh 19,5 juta penduduk Indonesia 
diprediksikan akan terus meningkat hingga mencapai 28.5 juta penderita pada tahun 2045, 
bila tidak ada upaya penurunan yang berarti (17). Penelitian telah menunjukkan bahwa 184.000 
angka kematian di dunia berkaitan dengan konsumsi SSB, 133.000 diantaranya disebabkan 

Kenapa Cukai MBDK harus 
diberlakukan segera?
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oleh diabetes, 45.000 karena penyakit jantung dan kardiovaskuler, dan 6450 karena kanker (18). 
Laju peningkatan prevalensi diabetes di Indonesia tersebut dapat ditekan dengan menurunkan 
konsumsi MBDK yang berlebih.

Cukai MBDK dibutuhkan segera karena beban ganda PTM dengan COVID-19. Orang dengan 
diabetes memiliki risiko lebih tinggi terinfeksi COVID-19 (19,20) dan mengalami keparahan 
hingga kematian akibat COVID-19 (21). Diabetes menjadi penyebab utama dari 85% kasus 
kematian akibat COVID-19 (22). Pasien COVID-19 dengan diabetes memiliki risiko kematian 
8,3 kali lebih besar dibandingkan yang tidak memiliki diabetes (23). Disamping itu, kondisi ini 
diperparah dengan adanya fakta bahwa seorang penderita diabetes yang memiliki kesulitan 
perawatan selama pandemi COVID-19 lebih rentan memiliki komplikasi diabetes 1,4 kali lebih 
tinggi dibandingkan yang tidak (24).

Kebijakan cukai MBDK dapat membantu Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) poin 3.  Mengurangi konsumsi 
MBDK merupakan upaya preventif guna menurunkan tingkat kematian terkait PTM. Hal ini sejalan 
dengan SDG 3, khususnya target 3.4, yaitu menurunkan sepertiga kematian prematur akibat PTM 
melalui upaya promosi kesehatan dan preventif (25). Hal tersebut juga berjalan paralel dengan 
Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2021-2024, dimana pemerintah Indonesia 
tidak hanya bertujuan menurunkan permasalahan undernutrition (stunting, wasting, dan 
underweight), namun juga pengendalian obesitas dan faktor risiko PTM lainnya (25). Target-
target tersebut berjalan beriringan dengan penerapan cukai MBDK yang dapat berkontribusi 
pada penurunan prevalensi PTM yang terkait dengan konsumsi MBDK berlebih. Di samping itu, 
penerapan cukai MBDK juga berpotensi dapat membantu mengurangi prevalensi gizi kurang 
pada anak mengingat konsumsi MBDK yang berlebihan dapat menggantikan asupan makanan 
yang lebih bergizi sehingga menyebabkan anak lebih berisiko mengalami gizi kurang (stunting, 
wasting dan underweight) (26). Data menunjukkan bahwa sekitar satu dari sepuluh anak 
Indonesia (14.7%) mengkonsumsi salah satu jenis MDBK, minuman berkarbonasi (soft drinks), 
satu hingga enam kali seminggu (8).

Dampak Sosial dan Ekonomi

Konsumsi MBDK yang berlebihan juga berdampak negatif pada ekonomi nasional. Berdasarkan 
laporan dari Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dalam tiga tahun terakhir 
biaya pelayanan untuk diabetes selalu meningkat rata-rata 8 persen setiap tahunnya (27). 
Dalam kurun waktu 2017 hingga 2019, biaya layanan primer dan rujukan perawatan diabetes 
meningkat hingga 29%, dari Rp 84 triliun hingga mencapai Rp 108 triliun (28). Hal ini diperparah 
dengan adanya beban komplikasi tambahan akibat penundaan perawatan diabetes selama 
pandemi COVID-19 yang berpotensi meningkatkan beban ekonomi yang lebih tinggi. Biaya 
tersebut belum memperhitungkan biaya pengobatan penyakit lain yang juga terkait erat 
dengan konsumsi tinggi MBDK (24). Penerapan cukai MBDK dapat berkontribusi mengurangi 
beban biaya kesehatan akibat konsumsi MBDK berlebih.
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Menurut estimasi Kementerian Keuangan, Cukai MBDK berpotensi meningkatkan pemasukan 
negara mulai dari Rp 2.7 triliun hingga Rp 6.25 triliun per tahun (29). Estimasi tersebut didasarkan 
dengan mengasumsikan konsumsi semua minuman kemasan yang mengandung gula3  akan 
dikenakan pajak berdasarkan kandungan gulanya mulai dari Rp 1500 hingga 2500 per liter (30). 
Pemasukan tersebut dapat berkontribusi memenuhi hampir seluruh defisit pendanaan BPJS di 
tahun 2020 sebesar Rp 6,36 triliun (29). Seperti disebutkan dalam Peraturan Presiden 104/2021 
mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 bahwa 
masih terdapat celah dalam ruang fiskal APBN 2022 yang berpotensi terbantu dengan adanya 
cukai MBDK. Alternatif lainnya, potensi tambahan penerimaan negara ini dapat digunakan untuk 
membantu pembiayaan upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat di Indonesia 
yang alokasi anggarannya masih sangat minim, khususnya terkait penyakit tidak menular 
(PTM) seperti diabetes dan obesitas. Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah seharusnya 
tetap melihat peluang positif dan untuk itu, berkomitmen mendorong penerapan cukai MBDK.

Praktik pemasaran MBDK dilakukan secara masif oleh industri di semua jenis media tanpa 
ada batasan waktu dan kelompok usia. Seorang anak yang menonton televisi di Indonesia 
terpapar promosi iklan makanan-minuman tidak sehat, mayoritas merupakan jenis MBDK, 
lebih sering (setiap 4 menit) dibandingkan anak lain yang tinggal di Kuala Lumpur (setiap 
17 menit), Shanghai (setiap 12 menit), dan Seoul (setiap 26 menit) (31). Studi menunjukkan 
bahwa paparan ini berdampak pada kenaikan pembelian, konsumsi, juga  permohonan terkait 
pembelian produk tersebut dari anak-anak kepada orang tuanya (31). Menurunkan konsumsi 
MBDK memerlukan kebijakan komprehensif mulai dari pengenaan cukai untuk meningkatkan 
harganya, hingga regulasi pemasaran seperti pelarangan iklan MBDK. 

Cukai MBDK memenuhi sifat dan kriteria barang kena 
cukai menurut hukum

Barang kena cukai (BKC) belum pernah bertambah bahkan setelah mengalami beberapa 
kali revisi selama 30 tahun terakhir, mulai dari UU Cukai dari Nomor 11/1995 menjadi UU Nomor 
39/2007 kemudian UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan no 7/2021. Hingga sekarang cukai 
hanya diberlakukan untuk tiga kategori barang, yaitu hasil tembakau, etil alkohol dan Minuman 
Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Dalam payung regulasi tersebut, penerapan BKC di Indonesia 
dapat diterapkan bila memenuhi sifat dan karakteristik sebagai berikut: 1) konsumsinya harus 
dibatasi, 2) distribusinya harus diawasi, 3) konsumsinya berdampak negatif pada masyarakat 
atau lingkungan hidup, dan 4) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi 
keadilan dan keseimbangan. Pada kenyataannya, MBDK telah memenuhi kriteria nomor 1) dan 
3) bila merujuk pada bukti yang ada. Secara tidak langsung, MBDK juga memenuhi kriteria 4), 
di mana dampak negatif atau biaya tidak langsung yang harus ditanggung akibat konsumsi 
MBDK, terutama pada kelompok ekonomi menengah ke bawah, dapat ditekan melalui cukai 

3 Kecuali produk UMKM



7Ringkasan Kebijakan: Urgensi Implementasi Kebijakan Cukai Minuman 
Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) di Indonesia

Peningkatan harga melalui cukai MBDK efektif menurunkan konsumsi MBDK
Penerapan 20% cukai MBDK di berbagai negara di kawasan Amerika diprediksi akan 
menurunkan konsumsi MBDK sebesar 24% (36). Meksiko berhasil menurunkan jumlah 
pembelian MBDK sebesar 19% melalui penerapan cukai MBDK sebesar 10% dan diperkirakan 
akan lebih efektif bila tarif tersebut ditingkatkan (37–39). 

Pengenaan cukai MBDK mendorong industri MBDK menurunkan kandungan gula 
dalam produknya 
Kebijakan cukai MBDK di Inggris mendorong penurunan kadar gula sebesar 11% pada 
periode 2016–2017 (40). Kebijakan tersebut dianggap sebagai insentif bagi industri 
minuman untuk memformulasi ulang produknya dengan mengurangi kandungan 
gula dan ukuran porsi, serta mempromosikan alternatif produk rendah gula (41). 
Penurunan kadar gula dalam produk minuman berpemanis juga terjadi di Portugal 
setelah penerapan cukai MBDK (41). Selain produk MBDK yang mengandung gula dan 
bahan pemanis lainnya, pemerintah juga patut mempertimbangkan pengenaan cukai 
terhadap produk MBDK yang mengandung bahan tambahan pangan (BTP) berupa 
pemanis buatan (artificial sweetener) dan pemanis alami (natural sweetener)4 . Hal 
ini mengingat beberapa studi juga menunjukkan dampak negatif dari BTP terhadap 
kesehatan, seperti diabetes melitus tipe 2, sindrom metabolik, penyakit jantung, dan 
bahkan meningkatkan resiko kematian (42–45). 

Penurunan konsumsi MBDK berkontribusi pada perbaikan kesehatan masyarakat 
dalam jangka panjang melalui penurunan beberapa faktor risiko penyebab PTM
Penurunan konsumsi MBDK secara jangka panjang diestimasi dapat berpengaruh pada 
penurunan prevalensi obesitas dan PTM terkait obesitas (46). Sebuah kajian sistematik 
38 studi menunjukkan bahwa cukai/pajak dan subsidi untuk makanan sehat adalah 
intervensi yang efektif untuk memperbaiki pola konsumsi berkaitan dengan obesitas 

guna mengurangi ketimpangan pendapatan. Kelompok ekonomi tersebut menghadapi beban 
yang lebih besar dibanding kelompok ekonomi menengah ke atas akibat konsumsi tinggi MBDK 
dalam hal status kesehatan, produktivitas yang hilang, juga biaya kesehatan (32). Beberapa 
studi menunjukkan penurunan konsumsi lebih besar terjadi pada kelompok ekonomi menengah 
ke bawah dibanding ekonomi menengah ke atas setelah cukai MBDK diberlakukan (33). 

Praktik Baik Penerapan Cukai MBDK 

Sebanyak 49 negara telah menerapkan cukai MBDK secara nasional di negara masing-masing, 
termasuk di beberapa negara berpenghasilan menengah (34–36). Implementasi kebijakan 
cukai MDBK terbukti di banyak negara memberikan beberapa manfaat diantaranya:

1.

2.

3.

4 Berdasarkan peraturan BPOM No 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan, pemanis buatan (artificial sweetener) dapat 
berupa sorbitol, manitol, isomalt dll. Pemanis alami (natural sweetener) dapat berupa asam siklamat, aspartam, sukralosa, sakarin 
dll.
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dan PTM (47). Sebuah studi pemodelan mengasumsikan pajak MBDK sebesar Rp5.000,00 
per liter di Indonesia untuk melihat dampaknya terhadap kesehatan dan potensi 
pendapatan (48). Studi tersebut memperkirakan penurunan kasus kelebihan berat 
badan (overweight) dan obesitas di kuintil pendapatan terendah sebanyak 15.000 kasus 
(perempuan) dan 12.000 kasus (laki-laki), sedangkan di kuintil tertinggi sebesar 417.000 
kasus (perempuan) dan 415.000 kasus (laki-laki). Studi tersebut lebih lanjut menunjukan 
bahwa dalam jangka waktu 25 tahun, 63.000 hingga 1.487.000 kasus diabetes dapat 
dicegah. Besaran yang sama juga diperkirakan dapat mencegah kasus stroke dan 
penyakit jantung iskemik. Selain itu, dengan besaran cukai tersebut, pemerintah 
diperkirakan dapat memperoleh pemasukan pajak hingga 395 triliun rupiah setelah 25 
tahun (48). Studi pemodelan di Thailand juga menunjukkan cukai MBDK sebesar 20% dan 
25% dapat menurunkan prevalensi obesitas sebesar 3,83% dan 4,91% (49). 
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Melalui proses diskusi terfokus dengan narasumber yang mewakili berbagai pemangku 
kepentingan serta pemantauan liputan yang beredar di media, teridentifikasi beberapa narasi 
yang kerap muncul mengenai cukai MBDK di Indonesia. Bagian berikut menyajikan bukti yang 
mematahkan narasi tersebut:

“Kebijakan cukai MBDK akan melukai upaya pemulihan ekonomi” 
Fakta: bukti-bukti yang telah disebutkan di atas justru menunjukkan cukai MBDK secara 
jangka pendek dapat menjadi peluang menambah pemasukan negara dan membantu 
pembiayaan kesehatan misalnya untuk respon COVID-19 (45). Secara jangka panjang, 
penurunan konsumsi MBDK akibat kebijakan cukai akan mengurangi beban kesehatan 
dan ekonomi secara umum, terutama dengan terbangunnya Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang sehat dan produktif (48).

“Cukai MBDK akan berdampak terhadap kenaikan harga bahan pokok lainnya”
Fakta: cukai MBDK hanya dikenakan terhadap minuman berpemanis yang terkena cukai 
dan bukan gula pasir sebagai salah satu bahan pokok di Indonesia. Tidak ada bukti yang 
menunjukkan bahwa kebijakan ini akan berpengaruh ke kenaikan bahan pokok lainnya, 
mengingat mekanisme pengenaan cukai MBDK yang berbeda dengan mekanisme 
kenaikan harga pangan pokok. Selain itu, selama pandemi COVID-19 harga kebutuhan 
pokok sudah tidak stabil karena gangguan pada jalur suplai (50). Oleh karena itu, bukan 
menjadi alasan bahwa cukai MBDK akan berpengaruh terhadap harga bahan pokok 
lainnya. Terlebih, pemasukan dari cukai MBDK berpotensi mengisi kesenjangan atau 
defisit pembiayaan BPJS-Kesehatan terutama karena tingginya beban kesehatan yang 
disebabkan oleh obesitas, diabetes dan PTM lainnya.

“Kebijakan cukai MBDK tidak akan efektif, lebih baik pemerintah fokus di edukasi dan 
sosialisasi bahaya konsumsi gula di masyarakat”
Fakta: Besarnya beban dan dampak negatif dari konsumsi MBDK yang berlebihan di 
masyarakat tidak akan cukup efektif ditekan melalui upaya promosi kesehatan saja. Hal 
ini mengingat bahwa bukti ilmiah telah menunjukkan perubahan perilaku masyarakat 
akan lebih efektif dicapai tidak hanya melalui upaya promotif saja, namun juga melalui 
dorongan dari kebijakan yang kuat (51). Penerapan cukai MBDK merupakan upaya 
strategis yang melengkapi proses edukasi dan sosialisasi pembatasan konsumsi 
gula oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) (52). Strategi promosi kesehatan dan 

1.

2.

3.

Mitos dan Fakta Cukai MBDK
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penerapan cukai MBDK bersama dengan intervensi lain seperti regulasi industri (misalnya 
pemasaran) dan pelabelan makanan (terutama untuk produk yang mengandung tinggi 
gula, garam dan lemak) akan menjadi bagian penting dari keseluruhan rangkaian 
intervensi untuk menurunkan tingkat konsumsi MBDK yang berlebihan di masyarakat. 
Melihat contoh dari negara-negara di Amerika Latin (seperti Meksiko, Chile, dan 
Argentina) penerapan strategi berupa penggabungan antara pengaturan label pangan 
dan iklan, promosi gaya hidup sehat di tingkat sekolah dan masyarakat disertai dengan 
penerapan cukai MBDK terbukti lebih efektif untuk mengatasi konsumsi gula yang 
berlebih di masyarakat (53,54).
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Cukai MBDK adalah instrumen fiskal yang hemat biaya (cost-effective) dalam mengurangi 
konsumsi MBDK, mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menurunkan kandungan 
gula dalam minuman yang mereka konsumsi, berpotensi menambah pemasukan negara, 
serta dalam jangka panjang, berkontribusi pada perbaikan kesehatan masyarakat. Untuk 
memastikan efektivitasnya, penerapan cukai MBDK memerlukan landasan berbasis bukti yang 
menunjukkan manfaat kebijakan ini dalam menurunkan PTM dan obesitas. Di samping itu, 
kebijakan ini perlu dilengkapi dengan kebijakan lain seperti pembatasan pemasaran di media 
dan fasilitas publik, program kampanye konsumsi sayur dan buah di sekolah-sekolah, serta 
pelabelan peringatan kesehatan pada kemasan MBDK (1). Penerapan cukai MBDK di Indonesia 
harus menjadi langkah nyata pemerintah untuk melindungi masyarakat dari praktik eksploitasi 
konsumen yang berdampak buruk bagi kesehatan.

Mendorong pemerintah menerapkan desain kebijakan cukai MBDK berdasarkan 
kandungan gula sebesar 20% secara komprehensif. Berbeda dengan usulan Kemenkeu, 
CISDI merekomendasikan bahwa penerapan cukai MBDK sebaiknya ditetapkan pada semua 
produk MBDK tanpa kecuali dan secara serentak. Cakupan tersebut meliputi semua minuman 
berpemanis gula asli maupun pemanis dalam bentuk BTP. Rekomendasi implementasi MBDK 
secara komprehensif ini mendapat dukungan dari World Health Organization, serta bukti dari 
berbagai praktik baik di negara lain (55,56) . Penerapan cukai MBDK dengan pengecualian 
terhadap produk tertentu dapat melemahkan kebijakan dan tidak akan efektif karena 
masyarakat dapat beralih ke produk-produk yang tidak dikenakan cukai tersebut. Belajar dari 
penerapan cukai MBDK di luar negeri, kebanyakan negara tidak menerapkan pengecualian 
untuk jenis, serta merek MBDK, juga skala produksi perusahaan MBDK (36). Hal ini dilakukan untuk 
menghindari kemungkinan masyarakat beralih ke produk yang tidak terkena cukai karena akan 
mengurangi efektivitas dari penerapan kebijakan.
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•	 Tarif cukai - Bukti dari berbagai negara menunjukkan tarif cukai 20% efektif untuk menurunkan 
konsumsi sebesar 24% (36). Pada penerapannya nanti, tarif cukai MBDK ini perlu ditingkatkan 
setiap tahunnya untuk dapat menekan konsumsi sesegera dan signifikan mungkin.

•	 Desain cukai - Dari segi kesehatan, praktik baik di negara Meksiko, Afrika Selatan, dan Inggris, 
menunjukkan penerapan cukai berdasar kandungan gula terbukti lebih bermanfaat dan 
efektif dalam menurunkan prevalensi berat badan lebih dan obesitas (57–59). Hal tersebut 
dikarenakan desain cukai ini akan memberikan beban cukai yang lebih berat pada produk 
MBDK tinggi gula, sehingga efek terhadap penurunan konsumsi akan lebih berpengaruh. 
Hal ini sejalan dengan usul dari Kemenkeu untuk mengenakan cukai multi-tarif karena 
kemudahannya dalam segi administratif dan dampak penerapan cukai terhadap harga 
cenderung stabil dan tidak terpengaruh dengan perubahan harga pasar (55). Untuk itu, 
CISDI mendukung pemerintah untuk menerapkan desain cukai berdasarkan kandungan 
gula melihat besar manfaatnya bagi kesehatan masyarakat di Indonesia

Mengadopsi kebijakan cukai MBDK akan membutuhkan legitimasi, kelayakan, dan dukungan 
di tingkat kepemimpinan politik dan publik. Dengan adanya bukti ilmiah terkait manfaat 
penerapan cukai MBDK, Menteri Keuangan pada tahun 2020 menunjukkan komitmennya untuk 
memulai kembali proses perancangan kebijakan tersebut. Mengingat dampak negatif dari 
konsumsi tinggi MBDK, komitmen Menteri Keuangan untuk menerapkan cukai MBDK tersebut 
perlu didorong segera. Sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU HPP, penambahan Barang Kena Cukai 
dapat diajukan dalam rapat Undang-Undang APBN (UU APBN) dengan persetujuan pemerintah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan sebagai kementerian 
yang berperan utama dalam pengendalian dampak kesehatan akibat konsumsi MBDK yang 
berlebihan perlu menjadi pendorong utama kerjasama lintas sektor dan kementerian untuk 
penerapan kebijakan cukai MBDK. Setelah sempat tertunda, penerapan kebijakan cukai MBDK 
di Indonesia perlu diimplementasikan segera untuk mencegah terus meningkatnya beban 
kesehatan masyarakat Indonesia dan menyelamatkan generasi muda di masa depan.

12Ringkasan Kebijakan: Urgensi Implementasi Kebijakan Cukai Minuman 
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